
a. bahwa berdasarkan ketentuan daJam Lampiran Peraruran 
Menteri DaJam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pcdoman 
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 angka Ll Rornawi V 
ditentukan bahwa Program dan kegiatan yang dibiayai dari 
DBH-CHT, DBH-DR, OAK, Dana BOS, Dana Otonorni Khusus, 
Dana lnfrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Baral, 
Dana lnsentif Daerah, Dana Darurat, dan dana transfer 
lainnya yang sudah jelas perunrukannya serta pelaksanaan 
kegiatan dalam keadaan darural dan/ atau mendesak lainnya 
yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan 
dala.m APBD, dapat dilaksanakan mendahului peneiapan 
peraturan daerah tencang Perubahan APBD dengan cara 
menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan 
pcnjabaran APBD dan mernbcritahukan kepada Pirnpinan 
DPRD, mcnyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD 
sebagai dasar pelaksanaan kcgiatan dan ditampung dalam 
peraturan daerah tentang pcrubahan APBD, atau 
dicantumkan dalam LRA, apabila pemerintah daerah telah 
rncnetapkan perubahan APBD atau tidak melakukan 
perubahan APBD; 

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dirnaksud 
huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 48 
Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 

; 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi .Jawa 
Tengan: 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun I 995 tentang Cukai 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tarnbahan Lernbaran 
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tcntang Penyelenggara 
Negara Yang Bersib Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor J Tahun 2004 tenrang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan 
Penge.lolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern 
Perencanaan Pembangunan Nasional [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 l ); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pernerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Le.mbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049)i 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pernbentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndoncsia Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 5 Tabun 2014 ten tang Aparatur Sipil 
Negara [Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambaban Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan 
Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubab dengan Undang­ 
Undang Nornor 2 Tahun 2015 tenrang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 
teniang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pernerintahan Daerab menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 

13. Peraturan Pemerintah Nornor 7 Tahun 1977 tcntang Perarurari 
Gaji Pegawai Negeri SipU [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Pcmcrintah Nomor 34 Tabun 2014 
tentang Perubahan Kenam Belas Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri 

•J 



L4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

15. Peraturan Pomcrinrah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan ProtokoJc.r Dan Keuangan Pirnpinan Dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telab beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pernerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Kcuangan Pimpinan dan Anggota DPRD 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

16. Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2005 centang 
Pcngclolaan Keuangan Badan Layanan Umurn (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerlntah Nornor 
74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Pcraturan Pernerintah 
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 171, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tenrang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sisrem 
lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nornor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerinrah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerlntah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistern lnformasi Keuangan Daerah 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

l9. Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lernbaran 
NegaraRcpublik Indonesia Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemcrintah Nomor 65 Tahun 2005 rentang Pedoman 
Penyusunan Dan Pcnerapan Standar Pelayanan Minimal 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4585); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tabun 2005 tentang Pedoman 
Pernbinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lernbaran. Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 



22. Peraruran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan Dan Kinerja Instansi Pernerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4614); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tabun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambaban Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 474 L); 

24. Peraturan Pernerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian Dan Pemanfaacan Lnsentif Pemungutan Pajak 
Daerah Dao Rctribusi Daerab (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambaban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

25. Peraruran Pernerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Staodar 
Akuntansi Pernerintahan [Lernbaran Negara Republlk lndonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

26. Peraturan Pemerintab Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 59, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 52 J 9); 

27. Peraturan Pemerintah Nornor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tabun 2012 
Nomor 5, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 teruang 
Pengelolaan Ba.rang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambaban 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang / Jasa Perneriruah scbagaimana telah beberapa kali 
diubah tcrakhir dengan Peraturan Preslden Nomor 4 Tabun 
2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pernerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 5); 

30. Peraruran Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraruran 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 centang 
Pembentukan Peraruran Perundang-Undangan (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pcdoman Pengelolaan l<euangan Daerah sebagaimana Lelah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraruran Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Alas 
Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang 
Pedornan Pengelolaan Keuangan Dana AJokasi Khusus di 
Daerah scbagaimana telah dlubah dengan Peraruran Menteri 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Pcraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 ten tang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di 
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33. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumbe.r dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagairnana telah diubah dengan Peraruran Menteri Dalam 
Negerl Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201 l tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Banruan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 rentang 
Pernbenrukan Produk Hukurn Daerah; 

35. Peraruran Mcnterl DaJam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tenrang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2015; 

36. Peraturan Daerah Kabupaten .Jepara Nomor 8 Tahun 2004 
teruang Kedudukan I<euangan Pimpinan Dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2004· Nomor 14), 
sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraiuran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2007 
rentang Perubahan kenga Atas Peraruran Daerah Kabupaten 
Jepara Nornor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan 
Pimpina.n Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabuparcn Jepara [Lernbaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatcn 
Jepara Nomor 2); 

37. Pcraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 
tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lernbaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, 
Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten .Jepara Nomor 3), 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Jepara. Noruor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Alas 
Peraruran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 
tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
[Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Daerab Kabupaten Jepara Nomor 10); 

38. Peraruran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2008 
ieruang Organisasi Dan Tata Kerja Pcmerintah Kecamatan Dan 
Kclurahan Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lernbaran Daerah 
Ka bu paten Jepara Nomor I lJ; 

39. Peraturan Daerah Kabupaten .Jepara Nomor 16 Tahun 2010 
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyal Daerah Kabupaten 
Jcpara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Nomor 16); 

40. Peraruran Daerah Kabupaten Jepara Nornor 17 Tahun 2010 
tentang Organisasl Dan Tata Kerja Dmas Daerah Kabupaten 
Jepara [Lernbaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 
Nomor l 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Nornor 17), sebagaimana telah dlubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daera.h Kabupaten .Jepara Nomor 17 
Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Dae rah 
Kabupaten Jepara [Lembaran Daerah Kabupaten .Jepara Tahun 
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41. Peraturan Daerab Kabupaten Jcpara Numor 18 Tahun 2010 
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 
l<abupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
2010 Nomor 18, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 18); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten .Jepara Nomor J 7 Tahun 2011 
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kabupaten Jepara (Lcmbaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tabun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15); 

43. Peraturan Dae rah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2011 
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal 
Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jcpara (Lembaran 
Daera h Ka bu paten Jc para Tahun 20 11 Nomor 18, Tambahan 
Lernbaran Daerah Kabupaten Jepara Nornor 16); 

44. Pcraruran Daerah Kabupaten .Jepara Nomor 19 Tahun 2011 
rentang Organisasi Dan Tata Kerja Saruan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten .Jepara (Lernbaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
2011 Nomor 19, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten 
.Jepara Nomor l 7); 

45. Peraturan Daerah Kabupatcn Jepara Nemer 8 Tahun 2012 
ieruang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, 
Pengelolaen Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jepara 
[Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7); 

46. Peraturan Dacrah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2012 
tentang Organisasi Dan Tata Kerja lnspektorai Kabupaten 
Jepara [Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 
Nomor 9, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupacen Jepara 
Nornor 8); 

47. Peraruran Daerah Kabupatcn Jepara Nomor 11 Tahun 2012 
temang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2012 - 2017 [Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9); 

48. Peraruran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 
tentang Pernbcntukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaccn Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lernbaran 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13); 

49. Peraturan Dacrah Kabupatcn Jepara Nomor 18 Tahun 2012 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lcrnbaran 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15); 

50. Peraturan Daerah Kabupaten .Jepara Nornor 9 Tahun 2014 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab Kabupaten 
Jepara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2014 Nomor 9); 

5 I. Peraturan Bupati Jepara Nomor 48 Tahun 2014 ten tang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab Tahun 
Anggaran 20]5 (Bcrita Dacrab Kabupaten Jepara Tahun 2014 
Nomor 328). sebagairnana Lelah diubah dengan Peraturan 
Bupati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Acas Peraturan 
Bupati Jcpara Nomor 48 Tah~ 2014 tentang Penjabaran 
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c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 429. l 06.245.000 
Jumlah Pcndaparan Rp. 1.672.767 .902.000 

2. Belanja 
a. Bclanja Tidak Langsung 

I J Belanja Pegawai Rp. 933.525.161.000 
2) Belanja Sunga Rp. 0 
3) Belanja Subsidi Rp. 234.085.000 
·H Belanja Hibah Rp. 38.647.500.000 
S) Belanja Bantuan SosiaJ Rp. 9 261 890.000 
6} Belanja Bagi Hasi! Rp. 6.056.875.000 
71 Bclanja Banruan Keuangan Rp. 123.636.359.000 
8) Belanja Tidak Terduga Rp. 2.000.000.000 

Rp. l.113.361.870.000 
b. Belanja Langsung 

I J Belanja Pegawai Rp. 28.087.300.000 
\ l) Belanja Barang dan Jasa Rp. 444.380.307 .000 

3) Belanja Modal Re. 216.283.909.000 
Rp. 688.751.516.000 

Jumlah Bclanja Rp. 1.802.J l3.386.000 
Defis:il (Rp. 129.345.484.000) 

Rp. 193.119.187.000 
Rp. 1.050.542.470.000 

a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana Pcrimbangao 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 terdiri atas 
I. Pendapatan 

Pasal l 

l. Ketentuan dalarn Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal I 

Bebcrapa ketentuan dalarn Peraturan Bupau Jepara Nomor 48 Tahun 2014 tentang 
Pcnjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Aoggaran 2015 [Serita 
Daerah Kabupaten Jcpara Tahun 2014 Nomor 328), sebagairnana telah diubah dengan 
Peraturan Bu-pall Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraruran Bupati 
Jepara Nomor 48 Tahun 2014 tenrang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Dae rah Tahun Anggaran 20 J 5 [Serita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Norn or 2) 
diubah scbagai berikut: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 48 TAHUN 2014 'l'ENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL.ANJA DAERAH 
'l'AHUN ANGGARAN 2015 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 



Tata Ruang dan Kebersihan terdapat beberapa kcgiatan yang cilubah; 

10. Pada Urusan l.04 Perumahan Rakyat pada SKPD 1.04.01 Dinas Cipla Karya, 

Pengairan dan ESDM terdapat beberapa kegiatan yang diubah; 

9. Pada Urusan 1.03 Pekerjaan Urnum pada SKPD 1.03.01 Dinas Bina Marga, 

terdapat beberapa keg!aran yang diubah; 

8. Pada Urusan I .02 Kesehatan pada SKPD 1.02.08 Puskesrnas Mlonggo l 

terdapat beberapa kegiaranyang diubah; 

7. Pada Urusan 1.02 Kesehatan pada SKPD 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah 

bcbcrapa kcgiaran yang diubah; 

6. Pada Urusan 1.02 Kesehatan pada SKPD L.02.01 Dinas Kcsehatan terdapat 

Kalinyamatan terdapat beberapa kegiatan yang cliubah; 

5. Pada Urusa.n 1 0 I Pendidikan pad a SKPD 1.01.65 UPT Disdikpora 

terdapat beberapa kegiatan yang diubah; 

4. Pada Urusan 1.0 l Pendidikan pada SKPD 1.01.61 UPT Disdikpora Bangsri 

bcberapa kcgiatan yang diubah; 

3. Pada Urusan 1.01 Pendidikan pada SKPD 1.01.28 SMPN 2 Kedung terdapat 

beberepa kegiatan yang diubah; 

2. Pada Urusan 1.01 Pendidikan pada SKPD 1.01.19 SMPN 3 Jepara terdapat 

dan Olah raga terdapat beberapa kegiatan yang diubah; 

1. Pada Urusan 1.0l Pendidikan pada SKPD l.OJ.01 Dinas Pendidikan, Pemuda 

3. Beberapa ketentuan dalam Lampi.ran II antara lain : 

2. Ketcnuian dalam Larnpiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I yang rnerupakan bagian tidak lerpisahkan dari Peraturan 
Bupati L11. 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 

b. Pengeluaran 

Rp. 138.470.439.000 
Rp. 8.920.000.000 

Rp. 129.550.439.000 
Rp. 204.955.000 

Jumlah Pembiayaan Neto 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 



1 l. Pada Urusan 1.06 Perencanaan Pembangunan pada SKPD 1.06.01 Sadan 

Perencanaan Pembangunan Daerah terdapat beberapa kegiatan yang diubah; 

12. Pada Urusan 1.07 Perhubungan pada SKPD l..07.0l Dinas Perhubungan, 

Komunlkasi dan Infonnatika terdapat beberapa kegiatan yang diubah; 

13. Pada Urusan l.08 Lingkungan Hidup pada SKPD 1.08.01 Sadan Lingkungan 

Hidup terdapat beberapa kegiatan yang diubah; 

14. Pada Urusan I. I 1 Pernberdayaan Perernpuan Dan Perlindungan Anak pada 

Sl,PD l.11.0 l Bad an Pc.mberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

terdapai beberapa kegiatan yang diubah; 

15. Pada Urusan 1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada SKPD l.15.01 

Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar tcrdapat beberapa kegiatan 

yang diubah; 

16. Pada Urusan 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Urnurn, Adrninistrasi 

Kcuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian pada 

SKPD 1.20.03 Sekretariat Daerah terdapat beberapa keglatan yang diubah; 

17. Pada Urusan 1.20 Otonorni Daerah, Pemerintahan Umum, Adminisrrasi 

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian pada 

SKPD 1.20.05 Dinas Pendapacan, Pengelolaan Kcuangan dan Asei. Daerah 

ierdapai bebcrapa kegiatan yang diubah, 

18. Pada Urusan 1.20 Otonoml Daerah, Pernerintahan Umum, Adrninistrasi 

Keuangan Daerah, Perangkar Daerah, Kepcgawaian Dan Persandian pada 

SKPD 1.20.06 lnspektorat Kabupaten terdapat beberapa kegiatan yang 

dlubah; 

19. Pada Urusan 1.20 Otonornl Daerah, Pernerlntahan Umum, Administrasi 

Kcuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandlan pada 

SKPD 1.20.08 Badan Kepegawaian Daerah terdapat beberapa kegiatan yang 

diubah: 

., 
,, 



SEKR.ETARIS DAERAH KABUPATEN 
JEPARA 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal "-Maret 2015 

AHMAD MARZUQI 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggaJ '" Maret 2015 

Agar setiap orang rnengetahuinya, rnernerinlahkan Pengundangan Peraturan Bupati 
inl dcngan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupatcn Jepara. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

PasaJ 11 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

menjadi sebagaimana tercantum dalam Larnpiran II yang rnerupakan bagian tidak 

Perdagangan terdapat beberapa kegiatan yang diubah; 

24. Pada Urusan 2.06 Perdagangan pada Sl<PD 2.06.01 Dinas Perindustrian ciao 

Kelautan dan Perikanan terdapat beberapa kegiatan yang diubah; 

23. Pada Urusan 2.05 Kelautan dan Perikanan pada SKPD 2.05.01 Dinas 

Petemakan terdapat beberapa kegiatan yang diubah; 

22. Pada Urusan 2.01 Pertanian pada SKPD 2.01.01 Dinas Pertanian dan 

Pangan terdapat beberapa kegiatan yang diubah; 

21. Pada Urusan 1.21 Ketahanan Pangan pada SKPD 1.21.01 Kantor Ketahanan 

kcgiatan yang diubah; 

SKPD 1.20.10 Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdapat beberapa 

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian pada 

20. Pada Urusan 1.20 Otonorni Dacrab, Pernerintahan Umum, Administrasi 
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